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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang maha kuasa, Atas Rahmat dan Karunia-
Nya, Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif,
merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang
waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Dengan adanya RENSTRA diharapkan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan targetnya
dapat dijadikan acuan utama oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku yang pada akhirnya mampu

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ambon,  Agustus 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU 2019 - 2024 i



DAFTARISI

KL PENGANTAT ... bbb i
0 117 TP i
DAftAr TADEL.......cvieceeeecrcr bbbt e ii
Bab I, PeNAANUILAN ..ottt sttt 1
1.1. Latar BelaKang..........c.veuieiiirie st 1
1.2. Landasan HUKUM ...ttt sttt nsnes 3
1.3. MaKSUA AN TUJUAN ... 4
14. Sistematika PENUIISAN...........cccvvrieiececss st nees 4
Bab Il. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku ... 6
21. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi............cc.eeeerereeeserneeneeneeesnsenessessseseeneeees 6
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Prrovinsi MaluKuU ... 12
23. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2014-2018...........cccocovvnnneninneeeneineiens 14
24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Set.DPRD ..............cc..o.... 18
2Bab lll. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan FUNgSi.......ccccceevenenisicienencssee e, 20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.........c.cccceevcneinirnnnnn. 20
3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.............cccooeovvviecivcrniinnnnn. 21
3.3. Penentuan ISU-iSU STrategiS. ........ccceviiiiieiireieeiie et e 23
Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan .............cccccueuiiiicniecscscscsss e 24
41. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.............cccoooeiniieiieisice e s 24
Bab V. Strategi dan arah Kebijakan Sekretariat DPRD ...............c et 25
51.  Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD............cccccceviieecin et 25
Bab VI. Rencana Program dan kegiatan, serta Pendanaan..................ccccccoiiic 26
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan sasaran...........cccccovvevvcneceninnn, 26
VII.Penyelenggaraan Bidang UMUSAN ...ttt ssses st sssss st sssssssssssssssssssesns 27
oL {1 o= U (0o R 28
8.1, KESIMPUIAN.......e ettt e r e bbb e ee bbbttt fenererernras 28

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU 2019 - 2024 i



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.  Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan Struktural ...................cccovviiiiiiiiiniinn
Tabel2.2.  Kondisi Kepegawaian berdasarkan Rincian Eselon, Golongan dan Pendidikan .............
Tabel2.3  Kondisi Sarana da Prasarana

Tabel 2.3.1  Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018 ...............

Tabel 2.3.2  Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018 .............
Tabel 3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ...............cccccoeee
Tabel 3.2.  Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Soppeng ........
Tabel 4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Tahun 2019-2024 ..............

Tabel 5.1.  Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 .............oooovvvvivineeeeenns
Tabel 6.2  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Tahun 2019-2024..............cccvviiiiiiiiiie e

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU 2019 - 2024



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, OPD diwajibkan segera menyusun
Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan selama periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD dengan mengacu terhadap tugas, fungsi
OPD serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku merupakandokumen perencanaan 5
(lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, merupakan dokumen
resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan
serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Renstra OPD Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 disusun melalui proses sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

b. Merumuskan visi dan misi OPD terhadap penjabaran visi, misi dan program Bupatiterpilih.

C. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan kebijakan

dalam pencapaian visi dan misi OPD, sesuai tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan
lingkungan eksternal dan internal.

d. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan dalam kelompok tujuan dalam bentuk program-
program sesuai kewenangan OPD, Lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas
dan fungsinya.

e. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari kewenangan loyalitas OPD, Lintas OPD
dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan bersifat indikatif.

f. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ruang
lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
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(RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD Provinsi Maluku sebagai
acuan penyusunan Rencana Kerja OPD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan DPA OPD. Adapun keterkaitan Rentra OPD dengan RPJMD, Renstra OPCD dan Renja OPD dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1
HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPIJMD PROVINSI RENSTRA
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Landasan Hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024,

adalah sebagai berikut:

1.
2

10.
1.

12

13

14.

15

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. | Maluku
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 224) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri dalan Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ........... Tahun 2019-2024 Tentang Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentana Pembentukan dan Susunan Peranakat Daerah
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16. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2017 Tentang uraian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024

adalah : Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan landasan dan pedoman

penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2019-2024.

Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
Provinsi Maluku selama periode 2019 - 2024.

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi
Maluku:;

Mendukung program pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Provinsi Maluku.

Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi
Maluku baik lima tahunan maupun tahunan secara berkala dan berkelanjutan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019

- 2024 disusun sebagai berikut :

BAB .

BAB II.

BAB IIl.

PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang adanya Renstra kemudian Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN OPD
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD, Sumberdaya Sekretariat DPRD, Kinerja

Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

ISU-ISU STRATEGIS
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi,

Misi dan Program Pemerintah Daerah, Telaahan Renstra Sekretariat DPRD dan Penentuan Isu-

ic11 Qtratanic
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BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Berisi Visi dan Misi Sekretariat DPRD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.

BABV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan Kebijakan Tahun 2019 - 2024.

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

BAB VIl. PENUTUP.
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan PD dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD dalam konteks penyusunan
Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah
terkait dengan kelembagaan dari Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat
DPRD Provinsi Maluku yang terkait dengan kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
Provinsi Maluku yang tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, serta

tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dan unsur
administratif ternadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan
Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Sekretariat Dewan;
b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset; dan

3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
c. Bagian Keuangan:

1. Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

3. Sub Bagian Pengawasan
d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan :

1. Sub Bagian Risalah dan Arsip;

2. Sub Bagian Perundang-Undangan; dan

3. Sub Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan
Secara lengkap dapat digambarkan melalui Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi

Maluku, sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI| SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI MALUKU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, diuraikan

sebagai berikut :

» Tugas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

» Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku,
Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyusunn program kesekretariatan DPRD sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/ RPJMD;
b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
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. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

d. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

» Rincian Tugas

a.

Merencanakan dan program kerja, rencana anggaran Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggotan
DPRD, serta menyusun Renstra Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi Misi daerah;
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;

Menyelenggarakan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, perjalanan, perlengkapan serta
ketatausahaan sekretariat dan anggota DPRD;

Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Mengoreksi dan menganalisa serta memaraf konsep surat, rancangan dan/atau produk hukum
yang menjadi tugas dan tanggung jawab sekretariat DPRD;

Mengoordinasikan konsep perumusan kebijakan DPRD terkait dengan pembahasan Peraturan
Daerah, Naskah Akademik dan Draft Perda Inisiatif:

Melakukan pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, umum dan
kepegawaian, keuangan, perbekalan DPRD dan pelaksanaan tugas sekretariat;

Memfasilitasi dan merespons pengajuan rancangan dan/atau produk hukum daerah atas inisiatif
DPRD, serta memberikan dukungan penyelenggaraan tugas fungsi DPRD bidang legislasi, fungsi
DPRD bidang pengawasan dan penganggaran;

Memberikan dukungan penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang
hukum dan persidangan;

Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-
undangan;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan
mengoordinasikan kegiatan penerangan, publikasi, pemberitaan kegiatan DPRD, risalah rapat,
kehumasan, keprotokoleran dan media massa;

Mengoordinasikan penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal radio/televisi publik lokal
pemerintah Prrovinsi Maluku;

Melakukan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup
sekretariat DPRD;
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0. Menilai prestasi kerja kepala bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serata

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Umum ;

» Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD

dalam memimpin dan melaksanakan, menyiapkan bahan rangka perumusan kebijakan,

pengoordinasian pelaksanaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha dan

perlengkapan, humas, protokol dan media massa, sesuai perundang- undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut :

a.
b.

Merencanakan operasionalisasi kegitan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi  kepegawaian, tata usaha dan
perlengkapan, humas, protokol dan media massa;

Menyelenggarakan dan mengendalikan urusan administrasi yang meliputi surat menyurat,
kearsipan serta dokumen-dokumen penting lingkup sekretariat DPRD;

Mempersiapkan  bahan  keperluan rumah tangga, pengadaan, pemeliharaan
barang/perlengkapan dan/atau sarana dan prasarana kebutuhan DPRD dan sekretariat DPRD;
Menyiapkan bahan bimbingan, fasilitas, termasuk konsumsi yang diperlukan untuk rapat,
pertemuan atau penerimaan tamu;

Mengoordinasikan kegiatan publikasi, dan pemberitaan kegiatan DPRD;

. Melakukan penyaringan informasi atau analisis pemberitaan kegiatan DPRD serta pelaksanaan

kegiatan keprotokoleran;

Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan humas, pengkajian data dan
informasi;

Menyelenggarakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, pengelolaan dan penggunaan
kendaraan dinas, rumah dinas DPRD dan sekretariat DPRD;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Mengoordinasikan pengelolaan naskah dinas ;

m. Menilai prestasi kerja kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU 2019 - 2024



n.

0.

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan ;

» Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian

mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin dan melaksanakan, menyiapkan

bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan urusan persidangan dan

perundang-undangan yang meliputi urusan persidangan, aspirasi, risalah dan arsip, serta

melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, dokumentasi, informasi hukum dan

perpustakaan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

a.
b.

Merencanakan operasionalisasi kegiatan tahunan bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata,
serta membina pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang- undangan, serta
mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk melaksanakan tugas kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas;

Menginventarisir dan menghimpun kegiatan yang berkaitan dengan persidangan dan
perundang-undangan, penanganan aspirasi, risalah dan penataanarsip-arsip;

Melakukan koordinasi penyusunan rencana jadwal kegiatan DPRD dan serta menetapkan dan
menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan melakukan kajian perundang-undangan;
Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-
undangan dan menyiapkan draf rancangan perda inisiatif DPRD;

Mengoordinasikan pembahasan rancangan perda dan rapatlainnya;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan risalah rapat-rapat pembahasan perda dan rapat lainnya

serta menyusun risalah;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang diperbantukan pada fraksi-
fraksi:

Menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan produk-produk hukum yang dibahas dalam rapat
DPRD;

Menyelenggarakan tertib adminitrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bagian

persidangan dan perundang-undangan;
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Melakukan koordinasi persiapan dan invetarisasi bahan-bahan rapat yang diselenggarakan
oleh DPRD serta melaksanakan pembinaan dalam pembuatan risalah rapat-rapat DPRD dan
mendokumentasian hasil-hasil sidang/rapat;

Melaksanakan pengoordinasian Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan oleh DPRD;
Membina dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan arsip-arsip yang terkait dengan
pelaksanaan tugas bagian persidangan dan perundang-undangan;

Menilai prestasi kerja kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Bagian Keuangan;

» Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

urusan keuangan yang meliputi, penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD,

verifikasi, perbendaharaan, penatausahaan  keuangan  serta  menyiapkan laporan

pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, sesuai perundang-undangan dan

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun Rincian Tugasnya sebagai berikut :

a
b.

Merencanakan operasionalisasi kegiatan tahunan bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Merencanakan penyusunan RKA, DPA dan melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja serta melaksanakan anggaran sesuai dengan
kewenangan yang diberikan;

Menyiapkan bahan bimbingan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian
perencanaan, anggaran dan verifikasi serta tugas sub bagian perbendaharaan;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan keuangan DPRD dan sekretariat DPRD dan
pelaksanaan verifikasi dan pengesahan RKA/ DPA OPD;

Melakukan verifikasi dalam rangka penelitian dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
bagi pimpinan, anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;

Melakukan pemeriksaan dan penelitian bukti-bukti pembiayaan;

Melakukan koordinasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
dan peraturan Bupati menyangkut keuangan DPRD;

Melakukan pengawasan dan tertib administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan;

Melakukan pengawasan dan pengendalian aset sekretariat DPRD;
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j Menetapkan dan menerapkan standard pelayanan dan standar operasional prosedur
pelaksanaan tugas ;

k. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian teknis penyusunan, pembukuan dan
pertanggungjawaban keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;

| Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembahasan KUA PPAS;

m. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP dan pembahasan
pertanggungjawaban keuangan;

n. Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di
bidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;

0. Menilai prestasi kerja kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier,
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis
2.2.Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

A Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Manusia yang ada dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Sekretariat DPRD Provinsi Maluku didukung oleh 73 Aparatur Sipil Negara dan 88 Non PNS Lainnya,

di bawah ini :

Tabel 2.2.1. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan Struktural,

Jabatan Esselon Jumlah
1. Sekretaris Dewan ll.a 1 Orang
2. Kepala Bagian lll.a 3 Orang
3. Kepala Sub Bagian IV.a 9 Orang
4. Staf/Pelaksana - 60 Orang

Sumber tabel : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
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Jabatan Struktural

Eselon Il : Tersedia 1 orang, terisi 1 orang (Pelaksana Tugas)
Eselon Il . Tersedia 3 orang, terisi 3 orang
Eselon IV : Tersedia 9 orang, terisi 8 orang

Esselonering, golongan dan pengisian jabatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dilihat pada
tabel dibawah.

Tabel 2.2.2. Kondisi Kepegawaian berdasarkan rincian eselon, golongan dan pendidikan pejabat

structural Tahun 2018
NO URAIAN ESELON | GOL- PENDIDIKAN
1. Sekretaris Dewan ll.a IV/b S.2. Ekonomi
2. Kepala Bagian Umum lll.a IV/b S.2 Hukum
3. Kepala Bagian Persidangan | lll.a IV/b S.1. Hukum
dan Risalah
4, Kepala Bagian Keuangan lll.a IV/b S.2. Ekonomi
S. Kasubag Tata Usaha V.a - -
dan Kepegawaian
6. Kasubag Rumah Tangga dan [V.a [l/d S.1. Sospol
Aset
7. Kasubag Humas dan Protokol | IV.a [/d S.1. Sospol
8. Kasubag Anggaran IV.a [/d S.1. Sospol
dan Perencanaan
9. Kasubag  Akuntansi  dan IV.a [/d S.2. Sospol
Pelaporan
10. Kasubag Pengawasan IV.a IV/a S.2. Ekonomi
1. Kasubag Risalah IV.a [/d S.1.  Pemerintahan
Daerah
12. Kasubag Perundang- IV.a [/d S.2. Pemerintahan
undangan Daerah
13. Kasubag Persidangan dan Alat IV.a [/d S.1. Sospol

Kelengkapan Dewan
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B. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Provinsi Maluku meliputi Tanah, Bangunan, Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan
Perlengkapan lainnya :

a. Tanah;

b. Gedung dan Bangunan;

c. Inventaris / Peralatan; Barang dan Peralatan kantor
d. Jalan, jaringan dan instalasi; .

e. Asettetap lainnya

Tabel 2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

No. | Uaraian | Satuan | Volume
Aset Tetap :

1. | Tanah Luas (M2)

2. | Peralatan dan Mesin Bh/Unit/Set 4912

3. | Gedung dan Bangunan Luas (M2) 4550

4. | Jalan, Irigasi dan jaringan Pkt 1.563

5. | Aset Tetap Lainnya :
- Buku dan Perpustakaan Bh 3.496
- Barang Bercorak Kebudayaan Bh 3430
- Hewan dan Ternak serta Tanaman Pkt 65

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD melaksanakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
Dewan perwakilan Rakyat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan,
pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan sidang-sidang,
peninjauan, pertemuan, penatausahaan, kerumahtanggaan, penelaahan/persiapan bahan produk DPRD,

pemberitaan kegiatan DPRD dan keuangan DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15
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Tahun 2017 merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap
keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah

melakukan pelayanan prima terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku terhadap renstra sebelumnya dapat
dilihat pada tabel 2.3.1 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2014-
2018.
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(Tabel 2.3.1)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2014-2018

i ineri i Target

Ind|kat9r Kinerja Sesuai Indikt = Target Capaian Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke-

N Tupoksi Target Target

0 . . or

(sesuai  permendagri NSP | IKK i
54/2010) K a 20142015 20162017 2018 2014 2015 2016 2017 | 2018 2014 | 2015 |2016 (2017 | 2018
Jumlah Ranperda yang 90 0

1 disetujui oleh DPRD Perda 18 18 | 18 | 18 181 1 |1 7 6 1155% 55 |388 |333 55
Jumlah perda Inisiatif 4

2 DPRD Perda 1 11 11 1 1 1 1 1 1 0 | 100% | 100% | 100% [100% |0,00%
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian pelayanan pada masing-masing indikator
kurun waktu tahun 2014 s.d. 2018 pada akhir periode RPJMD belum tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor.

» Indikator “Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Disetujui oleh DPRD”

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini, antara lain;

- Belum Optimalnya Koordinasi Internal dilingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Prrovinsi
Maluku dalam hal pelayanan terhadap fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan di
DPRD.

- Belum Optimalnya Koordinasi Eksternal Sekretariat DPRD dengan Pemerintah daerah, tokoh masyarakat,
agama dan mitra kerja dalam hal pelayanan terhadap fasilitasi pelaksanaan Rapat- rapat Kerja di DPRD.

- Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Eksekutif yang belum memasukkan

Rancangan Perda beserta Naskah Akademiknya sesuai Jadwal yang disusun.

> Indikator “Jumlah Perda Inisiatif DPRD”

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini, antara lain;

- Belum Optimalnya Koordinasi Internal antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Prrovinsi Maluku
dalam hal fasilitasi atau pelayanan terhadap terbentuknya Perda Inisiatif DPRD.

- Belum Optimalnya Koordinasi Eksternal Sekretariat DPRD dengan Tim Penyusun Naskah Akademik.
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Anggaran Belanja, Realisasi Belanja dan Capaian Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-

2024, secara garis besar dapat dijelaskan dalam tabel (table 2.3.2), sebagai berikut
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Tabel 2.3.2

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2014-2018

ANGGARAN Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi Anggaran ata-rata Pertumbuhar
NO URAIAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |Anggaran|Realisasi
1|SEKRETARIAT DPRD Rp 62.656.646.560,54 [ Rp  70.564.382.603,00 | Rp 75.816.884.028,00 | Rp 69.070.152.583,00 | Rp66.305.077.928,00 [ Rp 54.901.140.703,00 | Rp 62.183.261.591,00 | Rp69.965.597.322,00 | Rp 58.706.537.679,00 | Rp 58.915.316.668,00 | 87,6% | 88,1% | 92,3% | 85,0% | 88,9% 1,79 2,51
Belanja Tidak Langsung
*  Belanja Pegawai Rp  6.820.666.560,54 | Rp 7.277.293.603,00 | Rp 7.070.650.828,00 [ Rp 7.567.460.567,00 | Rp 8.184.398.616,00 | Rp  6.417.828.083,00 | Rp 6.860.173.501,00 | Rp 7.042.261.529,00 [ Rp 7.630.418.510,00 | Rp 7.968.426.981,00 | 94,1% | 94,3% [ 99,6% [100,8%| 97,4% 4,76 5,58
Belanja Langsung
*  BelanjaBarang/Jasa | Rp 47.758.798.000,00 | Rp  54.735.230.500,00 | Rp56.218.213.200,00 | Rp57.731.759.016,00 | Rp54.253.731.712,00 | Rp 41.800.132.940,00 | Rp46.969.392.590,00 | Rp51.371.687.943,00 | Rp49.205.534.469,00 | Rp48.810.150.593,00 | 87,5% | 85,8% | 91,4% | 85,2% | 90,0% | 3,50 4,18
*  Belanja Modal Rp 8.077.182.000,00 | Rp 8.551.858.500,00 | Rp12.528.020.000,00 | Rp 3.770.933.000,00 | Rp 3.866.947.600,00 | Rp  6.683.179.680,00 | Rp 8.353.695.500,00 | Rp 11.551.647.850,00 [ Rp 1.870.584.700,00 | Rp 2.136.739.094,00 | 82,7% | 97,7% | 92,2% | 49,6% | 55,3% |- 3,75 |- 1,58
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Berdasarkan tabel . 2.3.2 di atas dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut :

>

Jumlah Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku pada tahun 2014-2018 sebesar
Rp.344.413.143.702,- dialokasikan untuk belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan
realisasi Anggaran sebesar Rp.304.671.853.93,- atau 86.96%.

Anggaran Belanja Langsung terbagi atas Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Total
Anggaran 2014-2018 sebesar Rp.307.492.673.528,- dengan realisasi sebesar Rp.268.752.745.359,-
atau 85.59%.

Anggaran Belanja Tidak Langsung terbagi atas Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan Total
Anggaran 2014-2018 sebesar Rp.36.920.470.174,- dengan realisasi sebesar Rp.35.919.108.604,-
atau 97.21%.

Penyerapan anggaran terbesar yaitu pada Tahun 2016 dan Tahun 2018, masing-masing

92,3% dan 88.9%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam

memberikan pelayanan atau menfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1.

o o A~ W

Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai
dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang
belum lengkap dan memadai;

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar OPD;

Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam memberikan

pelayanan atau menfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1.

Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan
Peraturaan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 merupakan bentuk penguatan terhadap posisi DPRD
sebagai Bagian dari Penyelenggara Pemerintahan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja

DPRD dan menciptakan kondisi sosial Negara yang baik dan seimbang.
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2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan BOP
Pimpinan DPRD;

3. Kerjasama dengan OPD, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat
dalam hal penerimaan Aspirasi darimasyarakat;

4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan
Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;

5. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis
dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

6. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

7. Perkembangan Teknologi
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31.

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor
25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Provinsi Maluku merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan
menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD adalah melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan
Fungsi DPRD.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun
2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Provinsi Maluku
memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Pada fungsi Legislasi, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk penyusunan
peraturan daerah bersama kepala daerah. Peraturan daerah yang akan disusun dapat berupa usulan dari
eksekutif dengan mengajukan draft rancangan peraturan daerah yang kemudian dibahas oleh DPRD
maupun usulan dari legislatif berupa rancangan peraturan daerah yang bersifat inisiatif. Pada fungsi
Anggaran, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk Pembahasan dan Penetapan
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pokok dan Anggaran Perubahan untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah. Pada fungsi Pengawasan, implementasi yang dilaksanakan diwujudkan dalam
bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah
Daerah yaitu berupa kegiatan kunjungan kerja, hearing atau dengar pendapat dengan pemerintah, serta
pelaksanaan Reses untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi lembaga DPRD, tidak terlepas dari Fasilitasi Pelayanan yang
diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD ditemui beberapa faktor

yang berpengaruh pada kinerja pelayanan sekretariat DPRD Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut :
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Tabel 3.1

No Maslah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Sumber daya manusia yang belum | - Masih terdapat para pegawai yang - Penempatan belum
memadai belum mampu memahami tugas sepenuhnya berdasarkan
pokok dan fungsi secara baik dan kompetensi yang ada.
benar. - Belum tersusunnya
- Tuntutan akan perkembangan kinerja perencanaan pegawai yang
dewan semakin meningkat sehingga Komperhensip, Intergrated
dibutuhkan adanya pemahaman dan dan Berbasis Kinerja
kajian yang lebih komprehensif oleh -Masih  kurang adanya
pegawai koordinasi dalam
- Terdapat beberapa pejabat yang pendelegasian tugas oleh
belum dapat mengimplementasikan atasan kepada bawahan
berbagai  pengalaman  dan || 55 pelakang pendidikan
pengetahuan yang diperoleh dalam Staf Ahli yang ditempatkan
mengikuti pendidikan penjenjangan tidak sesuai
- Kinerja  Staf  Ahli  yang
kurang Maksimal
5 Jumlah sarana dan prasarana yang | - Terbatasnya sarana dan prasarana - Belum maksimalnya
belum memadai penggunaan website

Sekretariat DPRD Provinsi
Maluku
penunjang tugas dan fungsi
DPRD

sebagai sarana

- Belum adanya alat

penunjang pembuatan

risalah yang maksimal.
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada pertengahan tahun 2019 Pemerintah Provinsi Maluku memasuki babak baru
pembangunan daerah seiring dilantiknya kepala daerah baru. Dalam masa jabatannya pada 5 (lima) tahun
mendatang kepala daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengusung Visi untuk menjadi
pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir periode.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku untuk masa jabatan 2019-2024 yaitu :

“  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan Pernyataan

visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani bermakna Seluruh jajaran pemerintahan
Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki
kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Maluku

2. Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna bahwa Dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku,
memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan memperkecil
kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku.

3. Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan bermakna bahwa Pengelolaan sumber daya alam
di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan
yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil
negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif,
kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang

intensif.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku. Demikian
halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan
dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah
dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap
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meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan

masyarakat.memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan
menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara

terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang
dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya
melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber
daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau,
dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan
infrastruktur  dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan

Maluku.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan unfuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan
senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan
POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang
merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat
memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah

dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki
kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi
olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga
menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh
kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu

tidak seorangpun ditinggalkan ( no one left behind )

Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku adalah
pelayanan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. dukungan pelayanan yang
diberikan pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat dan daerah Maluku sehingga pada
satu sisi meningkatkan kapasitas DPRD, tetap pada sisi yang lain Sekretariat DPRD dapat

melaksanakan pelayanan kepada DPRD sebagai salah satu gambaran dari pada misi 1.
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Berikut dapat digambarkan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong

permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku terhadap pencapaian Visi Misi dan

Program kerja kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, dimana Sekretariat DPRD mengacu

pada Misi pertama, yaitu Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai,

baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas

serta pengawasan yang intensif.
Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku Terhadap Pencapaian Visi
dan Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PERMASALAHAN
PELAYANAN OPD

FAKTOR-FAKTOR

MISI DAN PROGRAM
KDH

Misi 1:

PENDORONG

PENGHAMBAT

Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Mewujudkan

bersih dan melayani

birokrasi
yang dinamis, jujur,

Masih Rendahnya
Persentase Penetapan
Rancangan Peraturan
Daerah menjadi Perda
oleh DPRD

1. Komitmen Kepala Daerah
dalam mendukung
pelaksanaan tugas

2. Tersedianya regulasi
tentang kedudukan
protokol dan keuangan
Pimpinan dan Anggota
DPRD

3. Terbukanya kesempatan
pengembangan dan
peningkatan kualitas SDM
melalui Bimbingan Teknis
dan sosialisasi Peraturan
Perundang- undangan

. Perubahan

1. Masih rendahnya komitmen

beberapa OPD terhadap
pelaksanaan Jadwal
Propperda DPRD.

regulasi  yang
dikeluarkan oleh pemerintah

Pusat terkait penetapan
Ranperda harus disertai
Rancangan Peraturan
Gubernur.

. Belum Optimalnya Pelayanan

Aparatur dalam menfasilitasi
pelaksanaan  Tugas dan
Fungsi DPRD.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku serta

sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024,

maka isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku adalah : “Belum Optimalnya Pelayanan Aparatur

dalam menfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Maluku”.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

N

41 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

e Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan
factor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan
mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan,
maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah. Sasaran

e Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam
setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis OPD bersifat spesifik,
dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran beserta indicator capainnya dapat dilihat pada table 4.1

sebagai berikut :
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Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

el 2019 |2020 |2021 |2022| 2023 | 2024
. Meningkatkan Pelayanan 1.Memantapkan dan meningkatkan 1. Meningkatnya Pelayanan 1.Meningkatkan dan
DPRD Dalam melaksanakan | pelayanan kepada anggota DPRD administrasi kepada anggota mengembangkan kualitas
tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD dalam menunjang sumberdaya manusia dalam
legislasi dan pengawasan pelaksanaan fungsinya. rangka mengoptimalkan 100% [100% |100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan kepada anggota
DPRD
. Meningkatkan kuantitas dan  [2.Kebijakan Peningkatkan dukungan |2 Tersedianya sarana dan 2.Memantapkan dan meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana | pelaksanaan fungsi DPRD melalui prasarana pendukung dukungan pelaksanaan fungsi
pendukung pelaksanaan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD pelaksanaan tugas yang DPRD melalui fasilitasi kegiatan-|
tugas. dalam rangka peningkatan kapasitas | memadai. kegiatan DPRD dalam rangka 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
lembaga DPRD peningkatan kapasitas lembaga
DPRD
. Mewujudkan kualitas 3.Terwujudnya kualitas sumberdaya3. Meningkatkan dan . 3.Meningkatkan dan
sumberdaya manusia aparatur| manusia ~ aparatur yang memiliki mengembangkan kualitas mengembangkan kualitas
yang memiliki kompetensi kompetensi dalam pelaksanaan tugas sumierdaya matnu3||i dalam sumberdaya manusia dalam
dalam pelaksanaan tugas rangka mengoptimalkan rangka mengoptimalkan
P 9 pelayanan kepada Anggota DPRD pelagyanan kgep‘; damnggota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DPRD
. Memfasilitasi pelaksanaan  @.Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-4.Mengadakan dan meningkatkan| 4. Mengadakan dan meningkatkan
kegiatan-kegiatan DPRD kegiatan DPRD Pelaksanaan Kegiatan DPRD Pelaksanaan Kegiatan DPRD
100% |100% |100% | 100% | 100% | 100%
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BABV

‘ STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

+ Strategi Sekretariat DPRD
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak
lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi
yang ditetapkan.
Secara lebih rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel. 5.1

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pelayanan | 1.Meningkatnya pelayanan administrasi | 1.Memantapkan dan meningkatkan | 1.Kebijakan peningkatkan
dukungan pelaksanaan fungsi DPRD | dukungan pelaksanaan fungsi

administrasi kepada Anggota DPRD

kepada Anggota DPRD dalam

melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan | DPRD
dalam  manunjang pelaksanaan | manunjang pelaksanaan fungsinya DPRD dalam rangka peningkatan
funasi kapasitas lembaga DPRD
ungsinya
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas | 2.Tersedianya sarana dan prasarana | 2.Memantapkan dan meningkatkan | 2.Kebijakan Peningkatkan
sarana dan prasarana pendukung pendukung pelaksanaan tugas yang dukungan pelaksanaan fungsi DPRD | dukungan pelaksanaan fungsi
pelaksanaan tugas. memadai melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD melalui fasilitasi

DPRD dalam rangka peningkatan
kapasitas lembaga DPRD

kegiatan-kegiatan DPRD dalam
rangka peningkatan kapasitas
lembaga DPRD

3.  Mewujudkan kualitas sumberdaya | 3.Terwujudnya kualitas sumberdaya | 3.Meningkatkan dan mengembangkan | 3. Kebijakan Peningkatan dan
manusia aparatur yang memiliki manusia aparatur yang memiliki | kualitas sumberdaya manusia dalam | pengembangan kualitas
kompetensi  dalam  pelaksanaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas rangka mengoptimalkan pelayanan sumberdaya manusia dalam
tugas kepada Anggota DPRD rangka mengoptimalkan

pelayanan kepada Anggota
DPRD

4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan- | 4.Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan- | 4.Mengadakan dan meningkatkan | 4.Kebijakan Peningkatan

kegiatan DPRD kegiatan DPRD Pelaksanaan Kegiatan DPRD Pelaksanaan Kegiatan DPRD
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

‘ SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.
Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program
dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan — permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Prrovinsi Maluku yang tertuang dalam
Renstra Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :
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Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2019-2024

CAPAIAN SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

PROGRAMY/KEGI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 1s.d5
No TUJUAN SASARAN / SASARAN HASIL SATUAN T T LOKASI
ATAN
PEMBANGUNAN TAR TARG TA A TARG TARG A
PAGU (Rp) PAGU (Rp) RG PAGU (Rp) R PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) R PAGU (Rp)
GET ET ET ET
ET G G
ET ET
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa
1 Tah 1 1 1 1 1 1 6 Amb
Surat Menyurat surat menyurat ahun 58,539,000 61,465,950 64,539,248 67,766,210 71,154,520 74,712,246 398,177,174 mbon
P —
ks:]y::if:s? Jasa Tersedianya jasa
2 ! ki ikasi, by it 5 5 5 5 3,198,402,113 5 5 30 18,793,004,910 Amb
sumber daya air, d‘;ma“:i'r Z?nsnus:iker unt 2,762,900,000 2,901,045,000 3,046,097,250 3,358,322,218 3,526,238,329 mbon
Meningkat dan listrik v
Ikan Tertinakat ::;/l(:(:;z;agg:sa Tersedianya jasa
3 pelayanan ertingiatny latan d Tah 1 1 1 1 514,384,881 1 1 6 Amb
administra | apelayanan | Perlengkapan peratatan dan ahun 444,345,000 466,562,250 489,890,363 540,104,125 567,109,331 3,022,395,949 mbon
’ <y ' perlengkapan kantor
si kepada administrasi kantor
anggota kepada Penyediaan jasa Tersedianya jasa
DPRD anggota jaminan jaminan 13 13 81
1 1 2 1 1
4 dalam DPRD dalam | pemeliharaan pemeliharaan orang 351 515,396,000 35 541,165,800 5 | 568,224,090 5 596,635,295 35| 626,467,059 35| 657,790,412 0 | 3505678656 Ambon
menunjan menunjang kesehatan PNS kesehatan PNS
g pelaksalnaan Penye(lilaan jasa Tersedianya jasa
pelaksana fungsinya pemeliharaaan R
5 an dan perizinan pemeliharaan dan unit 49 49 49 49 101,773,875 49 49 29 Ambon
X . perizinan kendaraan 87,916,100 92,311,905 96,927,500 e 106,862,569 112,205,697 4 597,997,647
fungsinya. kendaraan dinas . R
X dinas / operasional
/ operasional
Penyediaan jasa Tersedianya jasa
& t::f;f'ha“ kebersihan kantor Tahun L1 2,707,286,000 ! 2,842,650,300 11 2984782815 ! 3,134,021,956 ! 3,290,723,054 ! 3,455,259,206 6 18,414,723,331 | Ambon
Penyediaan alat Tersedianya alat tulis
7 Tah 1 1 1 1 992,025,091 1 1 6 Amb
tulis kantor kantor anun 856,948,572 899,796,001 944,785,801 1,041,626,345 1,093,707,662 5,828,889,472 mbon
Penyediaan Tersedianya barang
8 barang cetakan cetakan dan Tahun 1 1 1 1 296,700,214 1 1 6 Ambon
dan 256,300,800 269,115,840 282,571,632 e 311,535,224 327,111,985 1,743,335,695
penggandaan
penggandaan
Penyediaan Tersedianya
komponen komponen instalasi kompone 30
° '"esr:'ra:rl "::'k/ Jistrik / penerangan n 511 337,015,000 5t 353,865,750 511 371,550,038 5t 390,136,989 51 409,643,839 51 430,126,031 6 | 2,292,346,647 Ambon
X p s bangunan kantor
Meningkat bangunan kantor
kan Penyediaan Tersedianya
10 penyeleng Terselenggar peralatan rumah peralatan rumah bulan 12 1,746,396,000 12 1,833,715,800 12 1,925,401,590 12 2,021,671,670 12 2,122,755,253 12 2,228,893,016 72 11,878,833,328 Ambon
garaan anya urusan tangga tangga
ketat: h i
urusan etatausahaa Penyediaan Tersedianya bahan
ketatausa ndan bahan bacaan bacaan dan 12
h d ki i i
1 aandan | kepegawaian | dan peraturan peraturan media 21| 645,871,000 2 678,164,550 21| 712,072,778 2 747,676,416 2 785,060,237 2 824,313,249 6 | 4393158230 Ambon
kepegawai perundang-
perundang-undangan
an. undangan
. Tersedianya makanan
penyediaan dan minuman bagi 36
12 Ef:j:a';da" Anggota DPRD dan Orang 60 | 865,456,000 60 1,958,728,800 60 | 5 056,665,240 60 2/159,498,502 60 2,267,473,427 60 2,380,847,098 0 12,688,669,068 | Ambon
para tamu
rapat-rapat Terlaksananya rapat-
koordinasi dan rapat koordinasi dan Fr 54
13 konsultasi ke luar konsultasi ke luar 90 7,163,703,000 90 7,521,888,150 90 7,897,982,558 %0 8,292,881,685 90 8,707,525,770 90 9,142,902,058 0 48,726,883,221 Ambon
daerah daerah




Penyediaan jasa

Tersedainya jasa

administrasi / . . . 20 20 12
14 . teknis administrasi / teknis Orang 209 3,087,524,000 209 3,241,800,200 9 3,403,095,210 9 3,574,194,971 209 3,752,004,719 209 3,940,549,055 54 21,001,069,055 Ambon
Meningkat perkantoran
perkantoran
kan -
penyeleng Optimalisasi Pengadaan Tersedianya 18
15 lengk lat h it 30 30 30 30 1,121,207,993 30 30 Amb
garaan peyelenggara | Do o exapan peralatan ruma unt 968,541,620 1,016,968,701 1,067,817,136 et 1,177,268,392 1,236,131,812 o | 6587,935,655 mbon
rumah jabatan jabatan
urusan an urusan "
kerumahta Pengadaan Tersedianya 39
16 nggaan peralatan peralatan gedung unit 66 | 1389,852,000 66 1,459,344,600 66 | 1532,311,830 66 1,608,927,422 66 1,689,373,793 66 1,773,842,482 6 | 9,453,652,126 Ambon
gedung kantor kantor
pengadaan Tersedinya meubeler . 45
7 meubeler kantor unit 75 | 382,149,000 7> 401,256,450 75| 421,319,273 75 442,385,236 75 464,504,498 75 487,729,723 0 | 2,599,344,179 Ambon
meningkat . Pengadaan buku- .
Terwujudnya Tersedianya buku- 24 24 14
1 ki h 244 244 115,527,1 244 244 A
8 kan dukungan buku buku perpustakaan bua 99,796,700 104,786,535 4 | 110,025,862 4 5,527,155 121,303,513 127,368,688 64 | 678,808,452 mbon
dukungan perpustakaan
keprotokolan
keprotokol -
an kepada kepada Pemeliharaan
anggota rutin berkala Terpeliharanya
1 anggota i 4 4 4 4 1,220,477,671 4 4 24 A
o ekl DPRD rumah jabatan / | rumah jabatan/dinas unit 1,054,294,500 1,107,009,225 1,162,359,686 2204776 1,281,501,554 1,345,576,632 7,171,219,268 mbon
dinas
Pemeliharaan Terpeliharanya
2 i i 1,2
0 | meningkat | olatan | TUtn/ berkala gedung kantor secara paket 6 | 1119,882,500 6 1,175,876,625 6 | 1234670456 6 1296,403,979 6 1,361,224,178 6 1,429,285,387 36 | ;617,383,125 Ambon
kan X gedung kantor rutin / berkala
dukungan di
dukungan bid
di bidang k \dang Pemeliharaan Terpeliharanya
euangan : N
keuangan rutin / berkala kendaraan dinas . 55
21 2 2 2 2 1,566,1. 2 2
kendaraan dinas | operasional secara unit 9 1,352,925,200 K 1420571460 | ° 1,491,600,033 o +566,180,035 o 1,644,489,036 o 1,726,713,488 2 | 9,202,479,252 Ambon
operasional rutin / berkala
Meningkat
kan Pemeliharaan Terpeliharanya
pelayanan rutin berkala peralatan rumah )
2 kehumasa peralatan rumah | jabatan / dinas rutin unit 4 | 228,020,000 4 239,421,000 4 | 251,392,050 4 263,961,653 4 277,159,735 4 291,017,722 24 | 1 550,972,160 Ambon
n kepada jabatan / dinas secara berkala
pimpinan m
dan peningkatan :{i’:f /' baerrizra Terpeliharanya 16
anggota pelayanan i
3 DPRD Kehumasan | Peralatan fjg:'}gbﬁﬂg’g secara unit 27| 1,231,529,000 2 1203,105450 | 27 | 1,357,760,723 2 1425,648,759 271 1496931197 21 1571,777,756 2 | 8376,752,884 Ambon
dalam gedung kantor
menunjan
g Pemeliharaan Terpeliharanya
24 pelaksana rutin / berkala perpustakaan rutin / Tahun 1| 6,250,000 ! 6,562,500 1| 6890625 L] 7,235,156 ! 7,596,914 1 7,976,760 6 | 42511955 Ambon
an perpustakaan berkala
fungsinya.
Rehabilitasi Terlaksananya
25 dang / berat Rehabilitasi sed it 3 3 3 3 7,387,738,203 3 3 18 43,408,488,189 | Amb,
sedang / bera ehabilitasi sedang / unt 6,381,806,028 6,700,896,329 7,035,941,146 7,757,125,113 8,144,981,369 moon
rumah jabatan berat rumah jabatan
Rehabilitasi Jumlah kebutuhan
26 sedang / berat rehabilitasi gedung paket L | 346,114,290 ! 363,420,005 1| 381,591,005 ! 400,670,555 ! 420,704,083 ! 441,739,287 6 | 2,354,239,224 Ambon
gedung kantor kantor
Pengadaan . .
27 pakaian dinas (Tiier:::(:;:::gratapakalan set 184 184 18 18 3,608,437,518 184 184 1 21,202,269,635 | Ambon
beserta 3,117,104,000 3,272,959,200 4 | 3,436,607,160 4 Raaadt 3,788,859,394 3,978,302,364 04 i
perlengkapannya
perlengkapannya
Pengadaan . .
X . Tersedianya pakaian 19
28 I’;ap':'r';::e”a kerja lapangan set 32 1 47,872,000 32 50,265,600 32 1 5,778,880 32 | 55417824 32 58,188,715 32 61,098,151 2 | 325,621,170 Ambon
Bimbingan teknis Terlakasananya
29 Lmeslfm::tag ﬁ:]mz;geanrlat:ikms oran 34 34 34 34 1,203,462,320 34 34 20 Ambon-
P i 1,039,596,000 1,091,575,800 1,146,154,590 bt 1,263,635,435 1,326,817,207 4 | 7,071,241,352 KT
Perundang- Peraturan

undangan

Perundang-undangan




Pembahasan

Tersedianya

Rancangan Rancangan Peraturan Ambon-
30 Peraturan Daerah yang aspiratif buah 8 2,191,838,000 8 2,301,429,900 8 | 2,416,501,395 8 2,537,326,465 8 2,664,192,788 8 2,797,402,427 48 14,908,690,975 KT
Daerah dan berkualitas
Rapat-rapat alat Terlaksananya Rapat- alat
31 kelengkapan rapat alat kelengka 8 2,716,006,000 8 2,851,806,300 8 2,994,396,615 8 3,144,116,446 8 3,301,322,268 8 3,466,388,381 48 18,474,036,010 Ambon
dewan kelengkapan dewan pan
Rapat-rapat Terlaksananya Rapat- 15
32 paripurna rapat paripurna fr 25 | 274,200,000 25 287,910,000 25 | 302,305,500 25 317,420,775 25 333,291,814 25 349,956,404 0 | 1,865084,493 Ambon
Kunjungan kerja Terl.aksananya.
pimpinan dan Kunjungan kerja 27 Kab/Kot
impi 4 4 4 4 4 2 4 4 29,37
33 anggota DPRD pimpinan dan orang 5 | 4,318,353,000 5 4,534,270,650 5> | 4760984183 5 1999,033,39 5 5,248,985,061 5| 5511434314 0 9,373,060,600 a
anggota DPRD dalam
dalam daerah
daerah
Peningkatan Terlaksananya
kapasitas kegiatan Peningkatan 27 Ambon-
4 4 4 4 4 150,967,271 4 4 18,514,289,7
3 pimpinan dan kapasitas pimpinan orang 5 | 2,721,924,000 5 2,858,020,200 5> | 3,000921,210 5 3,150,967, 5 3,308,515,634 5 3,473,941,416 0 8,514,289,730 KT
anggota DPRD dan anggota DPRD
Laporan hasil
monitoring dan
Pengawasan X X Kab/Kot
35 daerah evaluasi kegiatan laporan 11 5,721,793,000 11 6,007,882,650 11 6,308,276,783 11 6,623,690,622 11 6,954,875,153 11 7,302,618,910 66 38,919,137,117 a
pembangunan
daerah
pembahasan pembahasan perda
36 dokumen APBD, APBDP, LPJ, keg 2| 510,546,000 2 536,073,300 2 | se2,876,965 2 591,020,813 2 620,571,854 2 651,600,447 121 3.472,689,379 Ambon
keuangan LKPJ
Koordinasi
pzr(:\;ulsrzjar:n Agenda kerja dan keputusa
37 rencana kerja rumusan n 3| 442,245,000 3 464,357,250 3 | s87575113 3 511,953,868 3 537,551,562 3 564,429,140 18 1 3008,111,032 Ambon
perimbangan
DPRD
Fasilitasi tugas-
tugas dan fungsi Peningkatan disiplin Ambon-
38 dok 2 2 2 2 123,917,968 2 2 12
Badan dan kinerja DPRD oxumen 107,045,000 112,397,250 118,017,113 130,113,867 136,619,560 728,110,757 KT
Kehormatan
Penyusunan
Rancangan Jumlah perda yang
39 Peraturan disetujui dokumen | 121 o3 15000 12 602,327,250 121 632,443,613 12 664,065,793 12 697,269,083 12 732,132,537 72 | 3901,883,275 Ambon
Daerah
Publikasi Presenntasi publikasi 15
40 kegiatan DPRD kegiatan DPRD fr 25 | 3404,174,000 % 3,574,382,700 % | 3753101835 % 3,940,756,527 2 4,137,794,773 2 4,344,684,512 0 23,154,894,747 | Ambon
Penjaringan -
S Laporan Penjaringan Kab/Kot
41 :;’s';isr'akat aspirasi masyarakat aporan 1 6,727,203,000 u 7,063,563,150 11| 7 416,741,308 1 7,787,578,373 1 8,176,957,292 1 8,585,805,156 66 45,757,848,278 a
Fasilitasi tugas Laporan penunjang Ambon-
42 dan fungsi kegiatan komisi- komisi 4 1,076,906,000 4 1,130,751,300 4 | 1,187,288,865 4 1,246,653,308 4 1,308,985,974 4 1,374,435,272 241 7325020719 KT
komisi-komisi komisi
Laporan pandangan
Fasilitasi tugas- :?nt?;;:fﬁiili(hcli;ﬁ Ambon-
43 tigas dan fungsi Daftar Inventarisasi fraksi 8 1,058,166,000 8 1,111,074,300 8 | 1,166,628015 8 1,224,559,416 8 1,286,207,387 8 1,350,517,756 48 | 7197,552,873 KT

fraksi-fraksi

Masalah fraksi pada
setiap pembahasan

JUMLAH

73,145,373,310

76,802,641,976

80,642,774,074

84,674,912,778

88,908,658,417

93,354,091,338

497,528,451,892




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prrovinsi Maluku Tahun 2019-2024

yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prrovinsi Maluku Tahun 2019-2024
dirancang untuk ikut memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
Prrovinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra adalah dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berpedoman kepada dokumen RPJMD. Dengan demikian, maka substansi program dan kegiatan yang
tertuang dalam dokumen Renstra telah selaras dan serasi dengan substansi program yang ada pada dokumen
RPJMD, termasuk pagu pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dibawah ini disajikan

target capaian kinerja yang ingin dihasilkan untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

Kondisi Kondisi
Kinerja . ) Kinerja pada
No N pada Target Capaian Setiap Tahun akhir periode
awal RPJMD
2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Jumlah Penetapan
1 Ranperda Menjadi Perda 1 16 16 16 16 16 80
oleh DPRD
Jumlah Pembahasan
2 Ranperda RAPBD vyang > > > > > > 30
tepat Waktu
Persentase Kegiatan
100 100 100 100 | 100 100 100
3 pengawasan atas
Pelaksanaan Perda Yang
terlaksana

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target capaian kinerja Sekretariat DPRD
Provinsi Maluku dalam Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD sebanyak 80 Perda
2. Jumlah pembahasan Ranperda APBD yang tepat waktu sebanyak 30 Perda
3. Persentase kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan perda yang terlaksana sebesar 100%
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BAB VI
PENUTUP

N

8.1.Kesimpulan

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-

2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan

penyelenggaraan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya :

1. Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2019, maka Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan acuan
dan pedoman bagi segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaran dan pelayanan kepada Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Rencana Strategis (Renstra OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
ini perlu dijabarkan lagi secara terperinci dari bagaiman operasionalnya oleh semua bagian yang
bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Perlu adanya tim kerja lintas bagian serta koordinasi dan sinkronisasi lintas bagian agar dapat
digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi laporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.

4, Hasil-hasil pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku diharapkan
mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka
meningkatkan profesionalisme aparatur Sipil Negara dan menciptakan Good Governance di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
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